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DAFTAR LAMPIRAN



ABSTRACT

The provision of compensation for land acquisition for the construction of
runway 3 at Soekarno-Hatta International Airport found problems that made the
implementation of the development not complete according to the specified target.

The research objective is to determine the implementation of
compensation, the problems that occur and the solutions in solving them.This
research uses qualitative methods with a descriptive approac.

Research results are: (1) problems in the provision of compensation,
namely differences in community understanding regarding deliberations to
determine compensation, (2) objections to the amount of compensation, (3) parties
who have the right not known their whereabouts, (4) payment of separate
compensation for land and buildings that have been consigned and (5) disputes
over ownership of land acquisition objects. The settlement of the problem of
giving compensation is carried out by referring to the land acquisition law, while
matters that are not regulated and/or incomplete in the regulation are resolved by
the policy of the land acquisition executor.

Keyword: Land Acquisition, Compensation, Problems, Solutions
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan merupakan salah satu ciri yang menandai apakah suatu

negara dikategorikan sebagai negara maju, berkembang, atau, negara tertinggal.
Oleh karena dengan pembangunan, suatu negara dapat diukur tingkat
keberhasilanya dalam mewujudkan tujuan negara tersebut (Zaman 2016, 113).
Pembangunan diselenggarakan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah dalam melakukan pembangunan memerlukan tanah sebagai
modal dasar. Hampir tidak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tidak
memerlukan tanah, oleh karena itu tanah memegang peranan yang sangat penting
bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan (Departemen
Penerangan Republik Indonesia 1982). Dewasa ini ketersediaan tanah-tanah
negara yang “bebas” yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki orang atau pihak
pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas (Sitorus dan Limbong 2004,
1). Akibat dari keterbatasan tersebut banyak terjadi benturan kepentingan antara
pemerintah dan masyarakat dalam memerlukan tanah. Masyarakat memerlukan
tanah untuk tempat tinggal dan melakukan kegiatan usaha, sedangkan pemerintah
memerlukan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Keterbatasan ini
mengharuskan pemerintah sebagai penyelenggara negara berhadapan dengan para
pemilik tanah dalam upaya menyediakan tanah untuk kegiatan pembangunan
(Sitorus 2014, 1).

Pembangunan untuk menyangkut kepentingan orang banyak dan tujuan
luas dilakukan melalui pembangunan untuk kepentingan umum. Menurut
Salindeho (1993, 40), kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa
dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-

segi sosial, politik, psikologis, dan hankamas atas dasar asas-asas pembangunan



nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara.
Pemerintah akan mengutamakan jenis- jenis kegiatan untuk kepentingan umum
dan negara menuntut warga negara mengutamakannya diatas kepentingan
individu. Pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan umum saat ini
ditempuh dengan mengambil tanah-tanah hak rakyat. Kegiatan “mengambil”
tanah oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah.

Pembangunan yang diprioritaskan oleh pemerintah pada saat ini adalah
pembangunan infrastruktur sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi negara di
era perkembangan zaman (Putri 2019, 6). Salah satu infrastruktur yang perlu
ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya adalah bandar udara (bandara) karena
kebutuhan akan moda transportasi udara yang semakin meningkat. Peningkatan
kapasitas dan kualitas pelayanan bandara adalah perbaikan infrastruktur dan
perluasan lahan bandara itu sendiri. Hal ini menuntut PT. Angkasa Pura Il
(Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak
di bidang pengelolaan bandar udara wilayah barat Indonesia untuk melakukan
pengembangan sarana dan prasarana bandar udara yang dikelola, salah satunya
adalah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten
(Sugiyanto dan Habibullah 2018).

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan bandar udara
utama yang melayani kota Jakarta dan sekitarnya di Pulau Jawa, Indonesia.
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan bandar udara terbesar di
Indonesia yang terletak sekitar 20 km ke arah barat Jakarta, tepatnya di Kota
Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bandar Udara
Internasional Soekarno-Hatta mulai beroperasi pada tahun 1985 dengan satu
terminal berkapasitas 9 juta penumpang per tahun. Pada tahun 1992, terminal 2
dengan kapasitas penumpang yang sama dibuka. Kemudian, Terminal 3 yang
berdaya tampung 4 juta penumpang per tahun dioperasikan pada tahun 2009. Saat
ini, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan bandar udara tersibuk
ke-8 di dunia, yang melayani sebanyak 57 juta penumpang per tahun pada tahun

2014, baik penumpang domestik maupun internasional.



Data pergerakan angkutan udara di Bandara Soekarno-Hatta terus
meningkat setiap tahun. Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah pergerakan
pesawat sebanyak 390.984 pada tahun 2014. Peningkatan ini diperkirakan akan
menjadi 1,6 kali di tahun 2030 dengan asumsi pertumbuhan pergerakan pesawat
sekitar + 2% per tahun. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2030, lalu lintas
penumpang dan pesawat di kawasan Asia Pasifik diprediksi akan mengalahkan
kawasan Eropa dan Amerika dengan jumlah pergerakan mencapai 2,3 miliar
penumpang per tahun. Indonesia merupakan pasar yang cukup besar bagi
angkutan udara internasional (arrival, transit, dan destination) di kawasan Asia
Pasifik dengan prediksi pertumbuhan antara 4,1 % sampai 5,7 % per tahun.

Sehubungan dengan terus meningkatnya jumlah kegiatan penumpang
angkutan udara di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, dalam rangka
mengatasi permasalahan over capacity runway Bandar Udara Internasional
Soekarno-Hatta, dan juga untuk menjawab prediksi permintaan di masa yang akan
datang, perlu dilakukan pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarno-
Hatta. Presiden Joko Widodo mengatakan setiap hendak lepas landas (take off) di
Bandar Udara Soekarno-Hatta, pesawat perlu menunggu atau mengantre sekitar
20-30 menit di bandara tersebut. Dengan demikian, perlu ada upaya untuk
mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun east-
cross taxiway dan runway di bandara (Hardiyan 2018). Oleh karena itu,
dibutuhkan kegiatan pengadaan tanah untuk mewujudkan pembangunan runway 3
Bandara Soekarno-Hatta tersebut.

Pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan
bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terlampir di dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2016. Pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta

merupakan Proyek Strategis Nasional kategori proyek bandara strategis lainya di



Provinsi Banten. Pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
bermaksud untuk meningkatkan kapasitas serta mengantisipasi perkembangan
angkutan udara hingga 20 tahun ke depan. Dengan demikian, Bandara Soekarno
Hatta diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah pokok seperti: kapasitas,
aksesibilitas, konektivitas, intermoda, dan aspek lingkungan bandar udara. Bandar
Udara Internasional Soekarno-Hatta sebelumnya sudah memiliki 2 (dua) landasan
pacu (runway) yaitu runway utara dan selatan. Landasan pacu (runway) yang akan
dibangun adalah runway ke-3 untuk meningkatkan kapasitas pergerakan pesawat
yang sudah sangat tinggi. Dengan adanya runway ke-3 yang berukuran 3000 x 60
meter ini, pergerakan pesawat di Bandar Udara Soekarno-Hatta bisa meningkat
dari semula 81 pergerakan pesawat per jam menjadi 114 pergerakan pesawat per
jam baik lepas landas (take off) maupun pendaratan (landing).
Pembangunan Runway 3 diperkirakan meningkatkan jumlah penumpang sekitar
30%. Jumlah penumpang yang saat ini mencapai 63 juta penumpang akan naik
mejadi 100 juta penumpang lebih (Hardiyan 2018). Selain meningkatkan
kapasitas pergerakan pesawat, kecepatan dan pelayanan terhadap penumpang
tentunya pembangunan runway ke-3 ini juga dapat meningkatkan keselamatan
penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (Anwar 2020). Lokasi
pembangunan runway 3 ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten
tentang penetapan lokasi pembangunan No0.598/Kep.83-Huk/2016 tanggal 5
februari 2016. Proyek ini membutuhkan lahan seluas 173,19 hektar, ada 5 (lima)
wilayah di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang terkena dampak dari
pembangunan ini, kelima wilayah tersebut meliputi Kelurahan Benda di
Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Kelurahan Selapanjang Jaya di Kecamatan
Neglasari, Kota Tangerang, Desa Rawa Burung dan Desa Rawa Rengas di
Kecamatan Kosambi, serta Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga,
Kabupaten Tangerang (Biro Pemerintahan Provinsi Banten 2016).

Proses pembangunan bandara termasuk kategori penyelenggaraan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan yang tertuang dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 10 poin d.



Pembangunan landasan pacu (runway) 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta
dilakukan oleh PT. Angkasa Pura Il (Persero) dengan melakukan perluasan
wilayah bandara melalui tahapan pada pengadaan tanah. Tahapan perencanaan
oleh PT. Angkasa Pura Il (Persero), tahapan persiapan dilaksanakan bersama
dengan pemerintah Provinsi Banten diatur berdasarkan Peraturan Gubernur
Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan
Pengadaan Tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, sedangkan pada tahapan
pelaksanaan dan penyerahan hasil, instansi yang memerlukan tanah mengajukan
pelaksanaan  pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan dengan
mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi atau pemerintah
Kabupaten/Kota. Lembaga Pertanahan yang dimaksud adalah Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan runway 3 Bandar
Udara Internasional Soekarno-Hatta dimulai pada tahun 2016. Presiden Joko
Widodo mengungkapkan proyek pembangunan landasan pacu atau runway ke-3
di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta tidak dapat selesai sesuai target
yang direncanakan pada akhir tahun 2018 karena ada masalah pembebasan lahan
(Aditya dan Asmara, 2018). Pembebasan lahan untuk pembangunan landasan
pacu (runway) 3 Bandara Soekarno-Hatta berjalan panjang dan alot. Tiga tahun
berjalan, pembayaran ganti rugi ribuan bidang tanah di Desa Rawa Rengas dan
Rawa Burung belum juga selesai (Arjanto 2018). Ratusan warga desa Rawarengas
hingga kini masih bertahan karena belum menerima ganti rugi atas bidang tanah
dan rumah mereka yang tergusur proyek perluasan Bandar Udara Internasional
Soekarno-Hatta tersebut. Seperti di RW 15, saat ini 145 kepala keluarga atau 750
jiwa masih bertahan (Chairunnisa 2019). Ratusan warga dari sejumlah RT di Desa
Rawa Rengas yang ada disekitar Bandara Soekarno-Hatta sejak pagi hingga siang
melakukan pemblokiran jalan Perimeter Utara, salah satu akses ke Bandara
Soekarno-Hatta. Mereka menutup jalan dengan batu, kayu dan membakar ban

bekas. Tuntutan warga adalah ganti rugi lahan dan bangunan mereka yang



tergusur proyek pembangunan landasan pacu atau runway 3 Bandara Internasional
Soekarno-Hatta yang hingga kini belum mereka terima (Sugiarto 2019).

Pada umumnya hal yang paling sulit dalam pengadaan tanah adalah pada
proses ganti rugi (Farid, Yahman dan Mujiati 2016, 126). Permasalahan mengenai
ganti kerugian merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam
kegiatan pengadaan tanah oleh pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah hak
(Sumardjono 2007, 78). Jika negara ingin mengambil tanah masyarakat, maka
harus memberi ganti kerugian sebagai pengganti dari nilai tanah dan yang berdiri
di atasnya kepada pemegang hak (Sitorus, Sitepu dan Sauni 1995, 31). Keadilan
dalam pemberian ganti kerugian, yaitu ganti kerugian tidak boleh membuat
seseorang menjadi lebih kaya atau sebaliknya menjadi lebih miskin dibandingkan
dengan keadaan sebelum tanahnya diambil untuk kegiatan pembangunan
(Sumardjono 2015, 47).

Proses pemberian ganti kerugian merupakan salah satu bagian dari
pelaksanaan pengadaan tanah yang melalui inventarisasi dan identifikasi atas
subjek dan objek pengadaan tanah dilanjutkan tahapan penilaian terhadap objek
pengadaan bidang per bidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah
tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau, kerugian
lain yang dapat dinilai. Hasil penilai pertanahan adalah besaran nilai ganti
kerugian yang menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Hasil
kesepakatan musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak
yang berhak. Musyawarah ganti rugi lahan untuk pembangunan runway 3 Bandara
Internasional Soekarno-Hatta mengalami masalah karena masyarakat menolak
besaran ganti kerugian yang disampaikan. Penolakan tersebut dilanjutkan dengan
aksi unjuk rasa yang dilakukan Warga Desa Rawa Rengas dan Rawa Burung di
M1 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Komplek Perkantoran
Kabupaten Tangerang. Masyarakat menolak besaran ganti kerugian hasil penilaian
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Doli D Siregar karena nilai yang diberikan
kecil dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat serta meminta agar kegiatan

pelaksaan pengadaan tanah dihentikan sementara.



Mudakir Iskandar Syah menyatakan bahwa sebetulnya tuntutan
masyarakat dapat dikatakan masih dalam batas manusiawi, karena semua orang
pada umumnya menghendaki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya atau
paling tidak menyamai taraf kehidupan yang sebelumnya. Tidak terjadi
kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang
berhak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung.
Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan
hasil atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung, maka ganti kerugian
dititipkan di Pengadilan Negeri setempat. Penitipan ganti kerugian tersebut
dikenal dengan konsinyasi. Konsinyasi dapat digunakan sebagai jalan keluar
terakhir sebagai pencabutan hak secara halus yang dilakukan pemerintah kepada
pihak yang berhak (Manurung 2018, 6).

Masalah ganti kerugian menjadi komponen yang paling sensitif dalam
proses pengadaan tanah. Banyak faktor yang menyebabkan terjadi permasalahan
dalam pemberian ganti kerugian sehingga sering kali menjadi proses yang paling
panjang dan berlarut-larut. Masalah ganti kerugian menyebabkan pembangunan
tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah direncanakan, sehingga
diperlukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut agar
pembangunan dapat diselesaikan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka calon
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika
Pemberian Ganti Kerugian dan Solusi Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten”.

. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pokok

permasalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti Kkerugian pengadaan tanah
pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta?

2. Mengapa terjadi permasalahan dalam pemberian ganti kerugian pengadaan

tanah pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta?



3. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan pemberian ganti

kerugian pengadaan tanah pembangunan Runway 3 Bandar Udara

Internasional Soekarno-Hatta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

a.

Mengetahui pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah
pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
Mengetahui penyebab terjadi permasalahan dalam pemberian ganti
kerugian pengadaan tanah pembangunan Runway 3 Bandar Udara
Internasional Soekarno-Hatta.

Mengetahui solusi dalam menyelesaikan permasalahan pemberian ganti
kerugian pengadaan tanah pembangunan Runway 3 Bandar Udara

Internasional Soekarno-Hatta.

2. Manfaat Penelitian
a. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan
pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pemberian
ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan
diharapkan dapat membantu pihak yang berhak mendapat ganti kerugian
atas tanah.

Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah

pengetahuan tentang pelaksanaan pengadaan tanah khususnya pada

kegiatan pemberian ganti kerugian tanah.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil

oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dilakukan dengan berpedoman

kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun

saat pelaksanaan ditemukan permasalahan nyata di lapangan yang

memerlukan solusi untuk penyelesaiannya.

2. Problematika pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah antara lain:

a)

b)

f)

Perbedaan pemahaman masyarakat terkait musyawarah penetapan
ganti kerugian dengan yang diatur di undang-undang pengadaan
tanah.

Keberatan atas besaran ganti kerugian khususnya nilai pasar yang
menyebabkan dilakukan reviu nilai.

Keberatan atas penetapan ganti kerugian namun tidak mengajukan
permohonan keberatan ke pengadilan negeri atau bersikap diam.
Objek pengadaan tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan
keberadaan pemiliknya menyebabkan konsinyasi.

Pembayaran terpisah ganti kerugian tanah dan bangunan yang sudah
dikonsinyasikan.

Sengketa kepemilikan objek pengadaan tanah yang disebabkan oleh

klaim dari para pihak.

3. Solusi dari permasalahan pemberian ganti kerugian berpedoman kepada

undang-undang pengadaan tanah sedangkan hal yang tidak diatur dan/atau

tidak lengkap di peraturan tersebut penyelesaian dengan kebijakan dari

pelaksana pengadaan tanah.
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1.

Pelaksana pengadaan tanah harus bertindak aktif dalam menghadapi
permasalahan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah dan
sekaligus mengambil langkah solusi dengan koordinasi secara terpadu
kepada seluruh pemangku kepentingan baik pusat dan daerah dengan tetap

memperhatikan akuntabilitas.

. Sosialisasi terkait pelaksanaan pengadaan tanah harus selalu disampaikan

kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan khususnya terkait
musyawarah penetapan ganti kerugian di mana musyawarah yang
dilakukan adalah musyawarah bentuk ganti kerugian bukan besaran nilai

ganti kerugian.

. Perlunya diatur di dalam peraturan pengadaan tanah terkait terkait reviu

nilai dan pembayaran terpisah ganti kerugian tanah dan bangunan yang
telah dikonsinyasikan sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan

nyata di lapangan.
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